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ABSTRACT; The phenomenon of unregistered marriages (nikah siri) in Indonesia
has become a complex issue affecting the legal status of women and children. This
study aims to explore the rights of children born from unregistered marriages and
the legal implications arising from this condition. Using a normative legal
approach and qualitative analysis, the research finds that children born from
unregistered marriages are often not legally recognized, resulting in the loss of
fundamental rights such as the right to identity, education, and protection from
violence. The legal implications of uncertain status for children in unregistered
marriages create risks for their development and hinder access to essential
services. Therefore, legal reform and more inclusive policies are necessary to
protect the rights of children and women in this context.
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ABSTRAK; Fenomena pernikahan siri di Indonesia telah menjadi isu yang
kompleks dan mempengaruhi status hukum perempuan dan anak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengeksplorasi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri serta
implikasi hukum yang timbul akibat kondisi ini. Melalui pendekatan yuridis
normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa anak yang lahir
dari pernikahan siri sering kali tidak diakui secara hukum, sehingga kehilangan
hak-hak dasar seperti hak atas identitas, pendidikan, dan perlindungan dari
kekerasan. Implikasi hukum dari ketidakpastian status anak dalam pernikahan siri
menciptakan risiko bagi perkembangan mereka dan menghambat akses terhadap
layanan yang penting. Oleh karena itu, reformasi hukum dan kebijakan yang lebih
inklusif diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan dalam konteks
ini.

Kata Kunci: Pernikahan Siri, Hak Anak, Implikasi Hukum, Perempuan, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan
dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, menurut Undang-Undang
Republik Indonesia No. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 (dikenal dengan UU

Perkawinan, disingkat UUP) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah persatuan lahir dan batin

10


https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk
mailto:aggrasharina@students.unnes.ac.id1

JURNAL ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN
Vol 5, No 4, Tahun 2024
https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk

antara seorang pria dan seorang wanita, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal.” (Keluarga) “didirikan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa” (UUP
pasal 1). berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan bermasayarakat ada beberapa jenis
pernikahan yang sering digunakan, salah satunya pernikahan yang dilakukan secara agama,
dalam konteks ini pernikahan menurut hukum islam atau biasa disebut nikah siri. Konsep yang
kenal dengan nikah di bawah tangan ini kerap dijadikan jalan singkat bagi banyak pasangan.

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu
akad yang sangat kuat atau miitsaagan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan Al-Quran dan hadits, para ulama
menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan ialah calon suami, calon istri,
wali nikah, dua orang saksi, ijab dan gabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat
Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Adapun syarat-sahnya nikah, dari Wahbah Zuhaili : “Antara suami
istri tak terdapat hubungan nasab, sighat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian,
tidak terdapat paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tak
terdapat konvensi untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang
menderita penyakit kronis, dan adanya wali”.(Annisa Ridha Watikno, 2014)

Pernikahan siri merupakan fenomena yang cukup sering terdengar di Indonesia, di mana
praktik ini sering kali dilakukan dikalangan masayarakat, pernikahan dilakuakan dengan cara
tanpa mencatatkan pernikahan dengan resmi secara ketentuan negara. Dalam konteks sosial
dan budaya, pernikahan siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak tanpa memenuhi syarat administratif yang diatur dalam
undang-undang (Rukmini, 2020). Praktik ini sering kali dipandang sebagai solusi bagi
pasangan yang menghadapi kendala, baik karena perbedaan status sosial, ekonomi, maupun
tekanan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Secara sederhana, kawin siri atau nikah siri
dikenal sebagai pernikahan yang dilakukan secara agama, namun tidak didaftarkan. Lebih
jelasnya, KBBI menerangkan bahwa nikah siri merupakan istilah dari pernikahan yang hanya
disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA),
menurut agama Islam sudah sah. Meskipun dianggap sebagai alternatif yang sah dalam
beberapa konteks, pernikahan siri memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama bagi
perempuan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut (Marzuki, 2019).

Maraknya pernikahan siri yang dilakukan masyarakat di Indonesia banyak dipengaruhi
oleh berbagai faktor, termasuk norma agama, tradisi lokal, dan kurangnya pemahaman tentang

pentingnya pernikahan yang perlu adanya pencatatan pernikahan secara resmi (Nursamsi,

11


https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk

JURNAL ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN
Vol 5, No 4, Tahun 2024
https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk

2022). Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan siri sudah cukup untuk
menjamin keabsahan hubungan suami istri, terutama dalam konteks religius. Namun, kondisi
ini menciptakan ketidakpastian hukum, di mana perempuan dan anak-anak sering kali terjebak
dalam situasi yang merugikan. Misalnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tidak selalu
mendapatkan hak-hak hukum yang sama dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan resmi,
seperti hak waris dan status pengakuan dalam dokumen negara (Sari, 2021).

Pada kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi pada lingkungan masyarakat tidak
sepenuhnya mengacu pada undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu pada
lembaga keagamaan masing-masing. Keterangan ini harus diakui karena pengakuan negara
terhadap pluralisme aturan tidak bisa diabaikan, serta seiring dengan aturan aturan yang berada
di tengah tengah masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks pengaturan hukum privat
keluarga aplikasinya cenderung diserahkan menjadi kewenangan pribadi. Dalam hal ini yaitu
Perkawinan siri, hal ini banyak mengakibatkan dampak buruk kelangsungan rumah tangga.
Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak mempunyai akte nikah, secara yuridis suami
atau istri dan anak yang dilahirkan tidak bisa melakukan tindakan hukum keperdataan
berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya kelk nanti hanya akan diakui oleh negara
sebagai anak diluar kawin yang mempunyai korelasi keperdataan dengan ibu dan keluarga
ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan suami dan ayah biologisnya hasil dari perkawinan
sirt ini tidak bisa melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta
kekayaan milik bersama.

Pentingnya penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami lebih dalam mengenai
dampak pernikahan siri terhadap status hukum perempuan dan anak di Indonesia. Dengan
semakin meningkatnya jumlah pernikahan siri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
wawasan yang lebih jelas tentang hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki oleh perempuan
dan anak, serta menciptakan kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran mengenai kebijakan yang
dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menangani isu-isu terkait pernikahan siri,
sehingga perlindungan hak-hak perempuan dan anak dapat lebih baik dijamin dalam sistem

hukum yang ada.

a. Rumusan Masalah
a. Apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan siri?

b. Bagaimana status hukum perempuan dan anak dalam pernikahan siri?
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c. Apa dampak dari pernikahan siri terhadap hak-hak perempuan dan anak?

b.  Tujuan Penelitian
a. Mengkaji fenomena pernikahan siri

b. Menganalisis dampaknya terhadap status hukum perempuan dan anak

c¢.  Manfaat Penelitian
a. Kontribusi terhadap pemahaman hukum

b. Rekomendasi untuk kebijakan publik

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Karakteristik Pernikahan Siri Definisi Pernikahan Siri

Pernikahan siri adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk merujuk pada praktik
pernikahan yang dilakukan tanpa mencatatkan pernikahan secara resmi di lembaga pemerintah
atau instansi yang berwenang. Dalam banyak kasus, pernikahan siri dilaksanakan berdasarkan

kesepakatan antara dua belah pihak dan sering kali dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan

agama yang berlaku di masyarakat. Praktik ini biasanya tidak diakui oleh hukum negara,

sehingga menimbulkan berbagai masalah terkait status hukum, terutama bagi perempuan dan

anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Marzuki, 2019; Rukmini, 2020).

Karakteristik Pernikahan Siri

Pernikahan siri memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pernikahan

resmi, sehingga dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek antara lain:

1. Tanpa Pencatatan Resmi Salah satu karakteristik utama pernikahan siri adalah tidak
adanya pencatatan resmi di depan instansi negara. Meskipun pasangan melakukan akad
atau ritual pernikahan dilakukan berdasakan hukum agama atau adat, dengan tidak
melaksanakan proses administratif yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (Hafiz, 2023). Hal ini mengakibatkan pernikahan tersebut tidak

diakui secara hukum, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak

yang terlibat, khususnya pasangan yang melakukan pernikahan tersebut.
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2.

a.

Berdasarkan Kesepakatan Pernikahan siri biasanya dilakukan atas kesepakatan antara
pasangan, yang bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial,
ekonomi, atau norma budaya setempat. Dalam konteks ini pernikahan dialkukan
dihadapan pemuka agama, dengan mengacu pada perjainjian berdasarkan syariat agama,
Dalam banyak kasus, pernikahan ini cenderung dilakukan untuk memenuhi tuntutan
sosial atau menghindari stigma sosial, misalnya bagi perempuan yang hamil di luar
nikah.

Pengaruh Agama dan Tradisi Banyak praktik pernikahan siri yang dipengaruhi oleh
ajaran agama dan tradisi lokal. Dalam beberapa komunitas, pernikahan siri dipandang
sebagai bentuk pernikahan yang sah, terutama dalam konteks hukum Islam, yang
memperbolehkan pernikahan tanpa pencatatan resmi jika memenuhi syarat tertentu
sesuai dengan hukum islam yang berlaku (Putra, 2022). Norma-norma agama sering kali
menjadi alasan utama pasangan memilih untuk menikah secara siri. Karena pasangan
berpendapat bahwa pernikahannya sah tanpa melanggar norma agama.

Minimnya Perlindungan Hukum Karakteristik lainnya adalah minimnya perlindungan
hukum bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan siri. Status hukum yang
tidak jelas membuat mereka rentan terhadap berbagai risiko, termasuk kehilangan hak-
hak atas nafkah, harta, dan perlindungan hukum lainnya (Marzuki, 2019). Anak-anak
yang lahir dari pernikahan siri juga menghadapi tantangan dalam mendapatkan
pengakuan hukum dan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Stigma Sosial Pernikahan siri sering kali menimbulkan stigma sosial bagi perempuan,
terutama jika pernikahan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma budaya yang
berlaku. Stigma ini dapat berdampak pada kehidupan sosial dan emosional perempuan
serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Nursamsi, 2022). Dalam banyak
kasus, perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan siri mungkin

menghadapi penilaian negatif dari masyarakat.

Perbandingan dengan pernikahan resmi

Perbandingan antara Pernikahan Siri dan Pernikahan Resmi

Pernikahan siri dan pernikahan resmi adalah dua bentuk perkawinan yang memiliki

perbedaan signifikan dalam hal status hukum, perlindungan hak, dan pengakuan sosial.

Beberapa perbedaan dapat diketahui dengan berbagai aspek yang ada, berikut adalah

perbandingan antara kedua bentuk pernikahan ini:
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1. Status Hukum

Pernikahan Resmi: Pernikahan resmi diakui secara hukum oleh negara dan diatur
oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses ini melibatkan
pencatatan resmi di kantor catatan sipil atau lembaga agama yang berwenang, dalam
hal ini KUA. Dengan pencatatan ini, pernikahan resmi memiliki status hukum yang
kuat, memberikan perlindungan bagi hak-hak pasangan, terutama bagi perempuan
dan anak, baik dalam menjalani masa pernikahan atau dikemudian hari ketika
pasangan tersebut berpisah.

Pernikahan Siri: Sebaliknya, pernikahan siri tidak diakui secara hukum. Meskipun
pasangan dapat melakukan akad nikah atau ritual pernikahan yang dilaksanakan
sesuai dengan norma agama, namun ketika dilakukan tanpa pencatatan resmi,
pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum yang berlaku di indonesia.
Hal ini mengakibatkan perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan siri tidak
memiliki perlindungan hukum yang sama seperti dalam pernikahan resmi (Hafiz,
2023), baik saat menjalani masa pernikahan atau dikemudian hari saat pasangan

berpisah.

2. Perlindungan Hak

Pernikahan Resmi:

Pernikahan resmi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, yang memberikan ketentuan jelas mengenai hak dan kewajiban
pasangan. Dalam konteks ini, pasangan memiliki hak-hak yang meliputi nafkah,
waris, dan harta bersama, yang semuanya diatur secara rinci dalam undang-undang

tersebut.
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Hak dan Kewajiban Pasangan, Pasal 31 UU Perkawinan menyatakan bahwa hak dan
kedudukan istri adalah seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan
pergaulan masyarakat. Ini memberikan posisi yang lebih kuat bagi perempuan untuk
menuntut hak-hak mereka, kemudian dalam hal Kewajiban Bersama, Suami dan istri
memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan membantu satu sama
lain. Harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama, sedangkan
harta bawaan masing-masing tetap berada di bawah penguasaan individu. Kemudian
Pasal 36 menyatakan bahwa tindakan terkait harta bersama memerlukan persetujuan
dari kedua belah Pihak, selanjutnya Dalam hal terjadi perselisihan, pasangan dapat
mengakses perlindungan hukum berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU
Perkawinan. Hal ini mencakup hak untuk mengajukan gugatan jika salah satu pihak
melalaikan kewajibannya. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya
memberikan kerangka hukum untuk pernikahan tetapi juga melindungi hak-hak
individu dalam hubungan tersebut.

Secara keseluruhan, pernikahan resmi di Indonesia memberikan jaminan hukum
yang kuat bagi pasangan, terutama perempuan, dalam menuntut hak-hak mereka dan
mengatur kehidupan rumah tangga secara adil.

Pernikahan Siri: Dalam pernikahan siri, hak-hak perempuan dan anak tidak
terlindungi dengan baik. Perempuan sering kali kehilangan hak-hak dasar, seperti
nafkah dan harta bersama, karena pernikahan tidak diakui secara hukum. Kondisi ini
dapat berdampak serius pada masa depan anak-anak hasil pernikahan siri. Tanpa
pengakuan hukum dan hak-hak dasar, mereka berisiko mengalami tekanan mental
dan kesulitan dalam mendapatkan pendidikan serta dukungan finansial. Anak-anak
yang lahir dari pernikahan siri juga tidak mendapatkan hak waris yang sah, yang

dapat berdampak pada masa depan mereka (Putra, 2022).

3.  Pengakuan Sosial

Pernikahan Resmi: Pernikahan resmi umumnya lebih diterima dan dihormati dalam
masyarakat. Masyarakat cenderung mengakui dan menghargai pasangan yang
menikah secara resmi, yang dapat memberikan dukungan sosial yang lebih besar
(Rukmini, 2020). Pasangan dalam pernikahan resmi biasanya tidak menghadapi

stigma atau penilaian negatif dari lingkungan sekitar.
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- Pernikahan Siri: Sebaliknya, pernikahan siri sering kali diiringi dengan stigma
sosial. Masyarakat mungkin memandang negatif pasangan yang menikah secara siri,
terutama perempuan yang terlibat, yang dapat mengakibatkan isolasi sosial
(Nursamsi, 2022). Stigma ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan

psikologis perempuan dan anak.

Keterbatasan dalam Akses Layanan

- Pernikahan Resmi: Pasangan yang menikah secara resmi memiliki akses lebih baik
terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.
Dengan status yang diakui secara hukum, mereka dapat mengklaim hak-hak yang
seharusnya mereka terima dari pemerintah (Hastuti & Sari, 2021).

- Pernikahan Siri: Pasangan dalam pernikahan siri sering kali mengalami kesulitan
dalam mengakses layanan ini. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin
tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen identitas yang diperlukan untuk
mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, yang dapat mempengaruhi masa
depan mereka secara signifikan (Hafiz, 2023).

Landasan Hukum

Dasar Hukum Pernikahan di Indonesia

Pernikahan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukum. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mengatur

pelaksanaan pernikahan di Indonesia:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang ini
merupakan landasan utama yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Dalam UU
No. 1 Tahun 1974, diatur tentang syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami
istri, serta ketentuan mengenai perceraian. UU ini bertujuan untuk melindungi hak-hak
individu dalam pernikahan dan menjamin keadilan bagi kedua belah pihak (Sari, 2021).
Beberapa pasal penting dalam UU ini mencakup:

- Pasal 2, yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum

masing-masing agama dan kepercayaan.
- Pasal 3, yang mengatur tentang persetujuan kedua belah pihak dalam melangsungkan

perkawinan.
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2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU
ini mengatur mengenai pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan
individu, termasuk pernikahan. Pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil atau
lembaga yang berwenang merupakan syarat untuk mendapatkan akta nikah yang sah
secara hukum. Akta nikah menjadi bukti sah atas perkawinan yang dilakukan (Marzuki,
2019). Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi suami istri serta anak-

anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam Untuk masyarakat yang menganut agama Islam, Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menjadi acuan hukum yang penting dalam pelaksanaan pernikahan.
KHI mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari syarat sahnya pernikahan, hak dan
kewajiban suami istri, hingga masalah perceraian. KHI menjadi pedoman bagi
pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkawinan
(Putra, 2022). Dalam KHI, pernikahan diharuskan memenuhi syarat-syarat tertentu,
seperti adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan pelaksanaan akad nikah sesuai

dengan ketentuan syariat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak UU ini
mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan.
Meskipun undang-undang ini tidak secara langsung mengatur tentang perkawinan, tetapi
sangat relevan dalam konteks melindungi anak-anak dari dampak negatif yang mungkin
timbul akibat pernikahan yang tidak sah atau pernikahan siri (Hafiz, 2023). Undang-
undang ini menekankan pentingnya pengakuan hukum terhadap anak agar mereka

mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Selain undang-undang, terdapat juga
peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur teknis pelaksanaan
perkawinan. Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU
No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan dan

perceraian.
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2.

Ketentuan Hukum Terkait Pernikahan Siri

Pernikahan siri di Indonesia merupakan praktik yang masih berlangsung, meskipun tidak

diakui secara hukum. Berbagai ketentuan hukum mengatur mengenai pernikahan yang sah dan

implikasinya, serta memberikan gambaran tentang perlindungan bagi individu yang terlibat

dalam pernikahan siri. Berikut adalah beberapa ketentuan hukum yang relevan:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang ini
mengatur bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku, termasuk pencatatan resmi. Menurut Pasal 2, perkawinan dianggap sah
jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, tetapi harus
dicatatkan di instansi yang berwenang (Hafiz, 2023). Hal ini berarti bahwa pernikahan
siri, yang tidak melalui proses pencatatan, tidak memenuhi syarat sah menurut hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan ini merupakan pelaksanaan
dari UU No. 1 Tahun 1974, yang menjelaskan lebih lanjut tentang pencatatan pernikahan.
Dalam peraturan ini, ditegaskan bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di kantor
catatan sipil atau lembaga yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku (Sari,
2021). Dengan demikian, pernikahan yang tidak dicatatkan, termasuk pernikahan siri,

tidak memiliki kekuatan hukum.

Kompilasi Hukum Islam Untuk masyarakat Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
memberikan pedoman dalam pelaksanaan pernikahan. KHI mengatur tentang syarat
sahnya pernikahan, termasuk perlunya adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan
pelaksanaan akad nikah (Putra, 2022). Namun, KHI juga mendorong pencatatan
pernikahan agar status hukum pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut

jelas.

Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak Meskipun pernikahan siri tidak
diakui secara hukum, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
memberikan beberapa ketentuan yang relevan. UU ini mengatur tentang hak-hak anak
dan perlindungan mereka dari berbagai risiko, termasuk yang timbul akibat pernikahan
yang tidak sah (Marzuki, 2019). Anak yang lahir dari pernikahan siri tidak mendapatkan
hak waris dan perlindungan hukum yang sama seperti anak yang lahir dari pernikahan

resmi.
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5. Praktik di Masyarakat Dalam praktiknya, pernikahan siri sering kali terjadi dalam

konteks masyarakat yang mematuhi norma-norma agama tertentu. Meskipun demikian,

ketentuan hukum di Indonesia tetap menekankan pentingnya pencatatan pernikahan

sebagai bukti sah (Nursamsi, 2022). Kurangnya pemahaman tentang hukum ini di

masyarakat dapat mengakibatkan praktik pernikahan siri yang melanggar ketentuan

hukum yang berlaku.

c¢.  Status Hukum Perempuan dan Anak

1. Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan

Pernikahan merupakan institusi sosial dan hukum yang diatur oleh berbagai norma, baik

agama maupun hukum positif. Dalam konteks ini, hak-hak perempuan dalam pernikahan

menjadi isu yang sangat penting, terutama untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan

hak-hak mereka. Hak-hak tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, termasuk hak-

hak hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan.

a. Hak Hukum

Salah satu hak utama perempuan dalam pernikahan adalah hak hukum yang meliputi:

Hak atas Status Hukum: Dalam pernikahan resmi, perempuan memiliki hak untuk
mendapatkan pengakuan hukum atas status perkawinan mereka. Menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan harus dicatat secara resmi
agar sah di mata hukum. Hal ini memberikan perempuan perlindungan hukum dalam
hal hak dan kewajiban yang timbul dari pernikahan (Marzuki, 2019).

Hak atas Nafkah: Perempuan berhak atas nafkah dari suami sesuai dengan
ketentuan hukum. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suami
berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah ini
mencakup kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan perawatan kesehatan (Sari, 2021).
Hak atas Harta Bersama: Perempuan memiliki hak atas harta yang diperoleh
selama perkawinan. Harta bersama harus dikelola dengan baik oleh kedua belah
pihak, dan perempuan berhak mendapatkan bagian yang adil dalam pembagian harta

jika terjadi perceraian (Putra, 2022).
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b. Hak Sosial

Hak untuk Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Dalam pernikahan
yang sehat, perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan
yang berkaitan dengan keluarga, termasuk pendidikan anak dan keuangan keluarga.
Partisipasi ini penting untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis
(Hafiz, 2023).

Hak atas Perlindungan dari Kekerasan: Perempuan berhak dilindungi dari
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). UU No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan hukum
bagi perempuan yang menjadi korban KDRT. Perempuan berhak untuk mendapatkan
perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang mungkin terjadi dalam

perkawinan (Nursamsi, 2022).

C. Hak Ekonomi

Hak untuk Bekerja dan Berusaha: Perempuan memiliki hak untuk bekerja dan
mencari nafkah, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Dalam konteks
pernikahan, suami tidak berhak melarang istri untuk bekerja. Hal ini penting untuk
meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan memberikan kontribusi
terhadap kesejahteraan keluarga (Rukmini, 2020).

Hak atas Akses Ekonomi: Perempuan berhak mendapatkan akses yang sama
terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap
modal usaha. Hal ini penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan dan

memberdayakan mereka dalam ranah ekonomi keluarga (Hastuti & Sari, 2021).

d. Hak Kesehatan

Hak atas Kesehatan Reproduksi: Perempuan berhak mendapatkan informasi dan
layanan kesehatan reproduksi yang memadai. Ini termasuk hak untuk mendapatkan
akses terhadap layanan kesehatan sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Edukasi
tentang kesehatan reproduksi sangat penting untuk memastikan perempuan dapat
membuat keputusan yang baik mengenai kesehatan dan kehidupan mereka (Marzuki,

2019).
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- Hak atas Perlindungan Kesehatan Mental: Kesehatan mental perempuan juga
merupakan aspek penting dari hak-hak mereka dalam pernikahan. Stres dan tekanan
psikologis akibat situasi yang tidak seimbang dalam pernikahan dapat berdampak
pada kesehatan mental perempuan. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk

mendapatkan dukungan psikologis yang memadai (Sari, 2021).

2. Hak-hak Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri

Sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan siri yaitu akan menimbulkan akibat
hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara
kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban memberikan perlindungan serta pemeliharaan
anak (hadanah), dan kewarisan. Salah satu akibat dari perkawinan siri, anak yang dilahirkan
dari pernikahan tersebut adalah anak sah menurut agama, memiliki hubungan keperdataan
secara sempurna dengan kedua orang tuanya.
Anak yang lahir dari pernikahan siri menghadapi sejumlah tantangan terkait hak-hak mereka,
terutama karena pernikahan siri tidak diakui secara resmi dalam hukum Indonesia. Oleh karena
itu, penting untuk memahami hak-hak yang seharusnya dimiliki anak-anak tersebut

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

a.  Hak atas Identitas dan Pengakuan Hukum

Anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali tidak memiliki akta kelahiran yang sah,
karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di instansi pemerintah. Akta kelahiran merupakan
dokumen penting yang mengidentifikasi anak dan menjamin hak-haknya. Pengakuan
Hukum: Menurut Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, setiap anak berhak untuk diakui, dijaga
kelangsungan hidupnya, dan dikembangkan. Namun, tanpa akta kelahiran, anak yang lahir dari
pernikahan siri dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum yang sah

(Hafiz, 2023).

b. Hak atas Pendidikan

Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk anak-anak yang lahir dari
pernikahan siri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Namun,
ketidakpastian status hukum dapat menghambat akses anak-anak tersebut terhadap pendidikan

formal, termasuk mendapatkan ijazah (Putra, 2022).
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c¢.  Hak atas Kesehatan

Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga sangat penting. Anak berhak
mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, baik kesehatan fisik maupun
mental. Tanpa akta kelahiran, anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin menghadapi

kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas publik (Marzuki, 2019).

d. Hak atas Warisan

Anak yang lahir dari pernikahan siri tidak secara otomatis berhak atas warisan dari orang
tua mereka, terutama jika pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum. Berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak waris anak diatur berdasarkan pengakuan
hukum yang sah. Ini berarti anak yang lahir dari pernikahan siri tidak memiliki hak waris yang

sama seperti anak yang lahir dari pernikahan resmi (Hastuti & Sari, 2021).

e. Hak atas Perlindungan dan Pengasuhan

Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang baik dari orang tua
mereka. Namun, pernikahan siri sering kali menyebabkan ketidakstabilan dalam struktur
keluarga, yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak. Anak yang lahir dari
pernikahan siri mungkin juga mengalami stigma sosial yang dapat mempengaruhi

perkembangan psikologis mereka (Nursamsi, 2022).

f.  Hak untuk Tidak Mendapatkan Diskriminasi

Setiap anak berhak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan status kelahiran
mereka. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) menegaskan bahwa
semua anak memiliki hak yang sama, tanpa memandang status sosial atau asal-usul mereka.
Namun, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali mengalami diskriminasi dalam

berbagai aspek kehidupan (Hafiz, 2023)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode dimana metode yuridis normatif
merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang
berlaku, dengan fokus pada dokumen hukum dan regulasi yang ada. Dalam konteks penelitian
tentang "Fenomena Pernikahan Siri dan Dampaknya terhadap Status Hukum Perempuan dan
Anak," pendekatan ini sangat relevan untuk memahami secara mendalam implikasi hukum dari

pernikahan siri di Indonesia, serta bagaimana hukum mengatur hak-hak perempuan dan anak
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yang lahir dari pernikahan tersebut. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan
menganalisis norma hukum yang mengatur pernikahan dan status hukum perempuan dan anak.
Hal ini mencakup studi terhadap undang-undang seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga. Melalui analisis norma-norma tersebut, peneliti dapat memahami
bagaimana hukum mengakui atau tidak mengakui status anak yang lahir dari pernikahan siri
(Hafiz, 2023).Penelitian ini mengutamakan analisis dokumen hukum, yang mencakup undang-
undang, peraturan, dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks pernikahan siri, peneliti akan
menganalisis regulasi terkait pernikahan yang sah dan implikasinya bagi perempuan dan anak
(Marlina, 2021). Metode ini bersifat kualitatif, yang berarti peneliti akan menggali makna dan
konteks dari norma-norma hukum yang ada. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami
bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan

dan anak dalam pernikahan siri

HASIL DAN PEMBAHASAN
d. Faktor Penyebab Pernikahan Siri

Pernikahan siri di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Setiap aspek ini saling
berinteraksi dan berkontribusi terhadap keputusan individu untuk terlibat dalam pernikahan

Siri.

Aspek Sosial

Norma Sosial dan Stigma: Dalam banyak komunitas, pernikahan siri dianggap sebagai
solusi untuk menghindari stigma sosial dari hubungan di luar nikah. Dalam konteks
masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral, pernikahan siri
dianggap lebih dapat diterima daripada hubungan tidak resmi (Suprapto, 2022). Hal ini
mendorong individu untuk melakukan pernikahan siri sebagai cara untuk menghindari
penghakiman sosial.

Keterbatasan Akses Terhadap Pernikahan Resmi: Beberapa individu mungkin tidak
memiliki akses yang memadai terhadap proses pernikahan resmi, baik karena biaya yang
tinggi maupun karena kendala administratif. Ketidakpahaman mengenai prosedur dan
syarat pernikahan resmi juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan siri
(Nursamsi, 2022).
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Pengaruh Lingkungan Sosial: Keluarga dan lingkungan sosial juga berperan dalam
mendorong pernikahan siri. Dalam beberapa kasus, tekanan dari keluarga atau teman
dapat mendorong individu untuk memilih pernikahan siri sebagai bentuk komitmen yang
dianggap lebih baik dalam konteks sosial (Hafiz, 2023).

Aspek Ekonomi
Kondisi Ekonomi yang Sulit: Ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan finansial sering
kali menjadi faktor penyebab pernikahan siri. Pasangan yang tidak memiliki sumber daya
yang cukup untuk menyelenggarakan pernikahan resmi mungkin memilih untuk
melakukan pernikahan siri sebagai alternatif yang lebih terjangkau (Widiastuti, 2022).
Hal ini sering terjadi di masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan
dan lapangan kerja.
Ketidakpastian Pekerjaan: Dalam situasi di mana pasangan menghadapi
ketidakpastian pekerjaan, mereka mungkin merasa bahwa melangsungkan pernikahan
resmi bukanlah prioritas yang dapat dicapai. Oleh karena itu, pernikahan siri menjadi
pilihan yang lebih praktis untuk menjaga hubungan tanpa harus terbebani oleh biaya
pernikahan (Marlina, 2021).
Perbedaan Status Sosial Ekonomi: Dalam beberapa kasus, pernikahan siri dapat terjadi
sebagai akibat dari perbedaan status sosial ekonomi antara pasangan. Misalnya, jika satu
pihak merasa tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi pasangannya dalam
pernikahan resmi, mereka mungkin lebih memilih pernikahan siri sebagai solusi (Fadli,
2022).

Aspek Budaya

Tradisi dan Kepercayaan: Beberapa masyarakat di Indonesia memiliki tradisi yang
membenarkan pernikahan siri. Dalam konteks budaya tertentu, pernikahan siri dianggap
sebagai bentuk komitmen yang sah dan diakui secara sosial. Ini terutama berlaku dalam
komunitas yang memiliki nilai-nilai budaya yang kuat yang mendukung konsep
pernikahan yang tidak terikat secara hukum (Putra, 2022).

Persepsi terhadap Hukum dan Agama: Dalam beberapa komunitas, pernikahan siri
dapat dipandang sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan ajaran agama atau adat.
Misalnya, dalam konteks Islam, beberapa orang menganggap pernikahan siri sebagai
cara yang sah untuk menjalin hubungan, meskipun tidak memenuhi semua persyaratan
hukum yang berlaku (Zainuddin, 2023).
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Pengaruh Media dan Teknologi: Perkembangan teknologi informasi dan media sosial
juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Penyebaran informasi
yang cepat dapat mengubah persepsi masyarakat tentang pernikahan siri, serta
mendorong individu untuk memilih jenis pernikahan ini berdasarkan norma yang lebih
fleksibel yang terlihat di media (Sari, 2023).

Status Hukum Perempuan dan Anak dalam Pernikahan Siri
Pernikahan siri di Indonesia menimbulkan berbagai tantangan hukum yang signifikan

bagi perempuan dan anak. Meskipun pernikahan siri sering kali diakui dalam konteks sosial,

dari sudut pandang hukum, praktik ini sering kali tidak memberikan perlindungan yang

memadai bagi hak-hak perempuan dan anak. Beberapa aspek penting mengenai status hukum

ini adalah sebagai berikut:

1.

Kekosongan Hukum untuk Perempuan Dalam pernikahan siri, perempuan sering kali
berada dalam posisi yang rentan karena kurangnya pengakuan hukum terhadap
pernikahan tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, pernikahan yang tidak tercatat
resmi tidak diakui sebagai pernikahan yang sah, yang berarti perempuan tidak memiliki
hak-hak yang biasanya diberikan kepada istri dalam pernikahan yang resmi. Hal ini
mencakup hak-hak atas nafkah, waris, dan perlindungan hukum lainnya (Marzuki, 2019;
Rukmini, 2020). Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan perempuan kehilangan hak-
hak dasar yang seharusnya mereka peroleh dalam sebuah hubungan perkawinan.

Hak Anak dalam Pernikahan Siri Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri juga
menghadapi tantangan hukum yang serupa. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi
dapat dianggap sebagai anak tidak sah (anak luar nikah), yang berarti mereka tidak
memiliki hak-hak hukum yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan yang diakui
(Hafiz, 2023). Ini berimplikasi pada hak waris, pengakuan identitas, dan akses terhadap
berbagai layanan sosial dan hukum yang seharusnya mereka terima sebagai bagian dari
keluarga.

Keterbatasan dalam Perlindungan Hukum Perempuan yang berada dalam pernikahan
siri juga mengalami kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum. Misalnya, dalam
kasus perceraian atau sengketa hak asuh anak, perempuan sering kali tidak dapat
membuktikan status mereka sebagai istri dalam pengadilan, yang membuat mereka sulit

untuk mengklaim hak-hak yang seharusnya mereka miliki (Putra, 2022). Hal ini
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menunjukkan bahwa pernikahan siri tidak hanya merugikan perempuan dalam konteks
pernikahan, tetapi juga dalam hal perlindungan hukum ketika terjadi konflik.

Norma Sosial dan Stigma Selain dari segi hukum, perempuan yang terlibat dalam
pernikahan siri juga sering kali mengalami stigma sosial. Masyarakat mungkin
memandang mereka dengan negatif, terutama jika pernikahan tersebut tidak memenubhi
norma-norma budaya yang berlaku. Stigma ini dapat berdampak pada kesejahteraan
mental dan emosional perempuan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut
(Nursamsi, 2022).

Rekomendasi untuk Perbaikan Status Hukum Mengingat status hukum yang lemah
bagi perempuan dan anak dalam pernikahan siri, ada kebutuhan mendesak untuk
melakukan reformasi hukum yang dapat melindungi hak-hak mereka. Beberapa
rekomendasi termasuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mengenai
pentingnya pencatatan pernikahan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak,
serta memperkuat regulasi yang mengatur pernikahan untuk mencegah praktik
pernikahan siri (Sari, 2021).

Dampak Pernikahan Siri terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak

Pernikahan siri memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Meskipun sering kali dianggap sebagai bentuk pernikahan yang sah oleh sebagian masyarakat,

dari perspektif hukum, praktik ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak dasar bagi kedua

pihak. Berikut adalah beberapa dampak utama dari pernikahan siri terhadap hak-hak

perempuan dan anak:

1.

Kehilangan Hak-Hak Hukum Perempuan Salah satu dampak paling mencolok dari
pernikahan siri adalah hilangnya hak-hak hukum perempuan. Dalam pernikahan resmi,
perempuan memiliki hak atas nafkah, harta bersama, dan hak waris yang jelas diatur
dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun, dalam pernikahan siri,
perempuan sering kali tidak memiliki akses terhadap hak-hak tersebut, yang membuat
mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan (Marzuki, 2019). Hal ini menjadi
masalah serius ketika terjadi perceraian atau konflik, di mana perempuan tidak dapat
mengklaim hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai istri.

Hak Anak yang Tidak Terjamin Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali
menghadapi ketidakpastian hukum yang serius. Menurut hukum Indonesia, anak yang

lahir dari pernikahan yang tidak resmi dapat dianggap sebagai anak luar nikah, yang
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berarti mereka tidak memiliki hak-hak hukum yang sama dengan anak-anak yang lahir
dari pernikahan yang diakui (Hafiz, 2023). Ini berimplikasi pada hak waris, pengakuan
identitas, dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Anak-
anak tersebut mungkin kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan dokumen
identitas lainnya, yang dapat mempengaruhi masa depan mereka.

3. Stigma Sosial dan Psikologis Perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan
siri sering kali menghadapi stigma sosial. Dalam masyarakat yang masih kental dengan
norma-norma tradisional, pernikahan siri dapat menimbulkan penilaian negatif dari
lingkungan sekitar (Nursamsi, 2022). Stigma ini dapat menyebabkan masalah psikologis
bagi perempuan, seperti rendah diri, depresi, dan ketidakstabilan emosional. Anak-anak
juga dapat merasakan dampak ini, yang mempengaruhi perkembangan sosial dan
emosional mereka.

4. Keterbatasan Akses terhadap Layanan Sosial dan Hukum Keterbatasan dalam
pengakuan hukum dari pernikahan siri dapat menghalangi perempuan dan anak dalam
mengakses layanan sosial dan hukum. Misalnya, perempuan yang tidak dapat
membuktikan status mereka sebagai istri mungkin mengalami kesulitan dalam
mengajukan permohonan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah
tangga (Putra, 2022). Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran juga mungkin
kesulitan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, yang berdampak pada
kualitas hidup mereka.

5. Dampak Ekonomi Dalam pernikahan siri, perempuan sering kali tidak memiliki
jaminan ekonomi yang kuat. Tanpa pengakuan hukum, perempuan tidak dapat
mengklaim harta bersama atau nafkah, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan
finansial, terutama jika pernikahan berakhir tanpa pencatatan yang sah (Hastuti & Sari,
2021). Ini dapat memaksa perempuan untuk tetap berada dalam hubungan yang tidak
sehat demi mencari perlindungan ekonomi, meskipun mereka berhak untuk mengakhiri

hubungan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Fenomena pernikahan siri di Indonesia telah menjadi isu hukum dan sosial yang
kompleks, dengan dampak signifikan terhadap status hukum perempuan dan anak. Penelitian

ini menunjukkan bahwa pernikahan siri, meskipun sering dilakukan dengan niat baik,
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mengakibatkan berbagai masalah terkait hak-hak hukum bagi perempuan dan anak yang lahir
dari pernikahan tersebut. Dalam konteks hukum, anak yang lahir dari pernikahan siri sering
kali tidak diakui secara sah, yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait hak
waris, perlindungan sosial, dan status hukum lainnya.

Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang
mengatur pernikahan, hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya melindungi hak-hak
perempuan dan anak dalam kasus pernikahan siri. Selain itu, metode analisis kualitatif
memberikan wawasan mendalam mengenai pengalaman individu yang terlibat dalam
pernikahan siri, menggambarkan tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses hak-hak
mereka. Temuan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pembentukan kebijakan
hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial yang ada.

Saran

1.  Peningkatan Kesadaran Hukum: Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik
mengenai konsekuensi hukum dari pernikahan siri. Pendidikan hukum harus diperluas,
termasuk penjelasan mengenai hak-hak perempuan dan anak dalam konteks pernikahan.

2.  Perbaikan Regulasi Hukum: Pemerintah dan pembuat kebijakan harus mengevaluasi
dan memperbaiki regulasi yang mengatur pernikahan, sehingga dapat mengakomodasi
situasi pernikahan siri. Hal ini termasuk pengaturan yang jelas mengenai hak-hak anak
yang lahir dari pernikahan siri agar dapat diakui secara hukum.

3. Dukungan bagi Perempuan dan Anak: Penyediaan layanan hukum dan sosial yang
lebih baik bagi perempuan dan anak yang terlibat dalam pernikahan siri sangat penting.

Ini dapat meliputi akses ke bantuan hukum, dukungan psikologis, dan layanan kesehatan.
4.  Studi Lanjutan: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak sosial

dan ekonomi dari pernikahan siri, serta untuk memahami bagaimana kebijakan yang ada

dapat diimplementasikan lebih efektif di lapangan.

5. Peningkatan Kerja Sama Antarlembaga: Perlu adanya kerja sama antara lembaga
pemerintah, LSM, dan komunitas untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi
perempuan dan anak yang terpengaruh oleh fenomena pernikahan siri.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak perempuan dan anak dapat
lebih terjamin, dan fenomena pernikahan siri dapat ditangani secara lebih efektif dalam

konteks hukum dan sosial di Indonesia.
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